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lampiran

Hilangnya jaminan kredit SK PNS nasabah akibat
kelalaian pegawai bank

Pengaturan tentang hilangnya jaminan
kredit di Bank

Tanggung jawab Bank Atas
Hilangnya Jaminan kredit
Nacahah

- Kedudukan SK PNS sebagai jaminan kredit di Indonesia. Dalam perkembangannya SK
PNS dapat dijadikan jaminan kredit, akan tetapi SK PNS Tidak dapat dimasukkan
kedalam jaminan perorangan maupun kebendaan. Karena tidak memenuhi unsur-
unsurnya. Pendapat ahli (J . Satrio) menggolongkan ijazah, surat pensiun, sk PNS
sebagai “jaminan lain”.

- Pengaturan Hilangnya SK PNS dapat ditemui dalam peraturan:

1. Pasal 1157 KUHPerdata

Siberpiutang bertanggung jawab atas hilangnya barang akibat dari kelalaiannya.

2. SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR (1995)

Setiap dokumen kredit harus disimpan dengan aman dan tertib. Dokumen kredit adalah
dokumen vyang diperlukan dalam rangka penyaluran kredit: perjanjian, bukti
kepemilikan barang agunan, dan dokumen lain yang mempunyai akibat hukum

3. Pasal 25 dan pasal 29 POJK No: 1/P0OJK.07/2013 Tentang Perlin- dungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan.

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset
Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan”

4. Pasal 97 UU NO. 40 Tahun 2014 Tentang PT

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan.hilangnya jaminan kredit akibat kelalaian pegawai termasuk kedalam
tanggungjawab bank yang diwakili direksi dalam melakukan pengurusan.

Bank bertanggung jawab sesuai
dengan pasal 29 POJK perlinkos
dan pasal 1367 KUHPerdata
Adanya kerugian yang dialami
debitor, sehingga dapat digugat
dengan pasal 1365 KUHPerdata
Perbuatan melawan hukum

Bentuk Tanggung jawab Bank
yang melakukan PMH berupa:

Sanksi Ganti kerugian

1. Sanksi Administrasi
Pasal 53 ayat (1) POJK No: 1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan

2. Sanksi Yuridis

pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen

setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat
menggugat pelaku usaha melalui peradilan.




